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16 Agustus 1995

11996 telah dimulal bulan Jull 1995 dan untuk pe-
;~@p-nrtl perlengkapan yang telah tersedia, dengan
wdara dapat mengambil langkah-langkah sbb. :

era dioperasionalkan dan wmenunjuk Kepala TK

tugas dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
7Kk Definitif kepada Kakanwil sesuai dengan

diatur kapan sebaiknya diadakan acara
edomani SK Mendikbud RI Nomor : 0293/U/1993

'r}nlln siswa baru pada awal tahun
eh dipungut untuk penerimaan siswa

' d}ri orang tua yang besarnya di
9HTQFIH9 tua ybs. dan
sumbangan sukarela dari orang

gga dapat menjadi TK percontoh-
dan difungsikan untuk pertemuan

L bawah tanggung jawab langsung







Memperhatikan Persetjuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surmt
Nomor B-1273/1/95 tanggal 20 Oktober 1998

MEMUTUSKARN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  KERUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA ITENTANG PEMBUKAAN DAN
L PENEGERIAN SEKOLAI TAHUN PELAJARAN 1994/1995

PPasal |

Taman Kanak-kanak (TK). Sckolah Menengah Pertama (SMP),
M‘h Umum (SMA). dan Sckolah Menengah Kejuruan
i serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran
v ﬁl’lthtﬂpa Propinsi di [ndonesia sehagaimana tercantum dalam

I Keputusan in

M'asal 2

N, Wgas dan fungsi, susunan organisast dan tata kerja
- Strukor organisasi TK. SMP, SMA, dan SMK Negeri
dimaksud dalam Pasal 1. masing- masing adalah

gitetapkan dalam Keputusan Menten Pendidikan dan

0296/0/ 1978,

F0370/0/197%.
03717011975,
090/0/1970

[K dan sckolah sebagaimana dimaksud dalam
R sehagaimana lereantum dalam | amnpiran 11

Wilay‘th Departemen Pendidikan dan
isanakan pembukaan dan pencgerian
i Pasal 1 yang berada i wilayahnya

Bl masing-masing  Propinsi
' A lereantum dalam







'-' ANAN Keputusan ini disampaikan kepadi :

Menteri Negara Pendayagunaan Apiratur Negaris
] Dalam Negeri;
il Anggaran Depariemen Kewngan:
1 Administrasi Kepegawalan Negari,
Pemeriksa Keuangan,
| Daerah Tingkat I,
al, Dirckiur Jenderal, lnspekior Jenderal dan Kepala Badan
-?P'anﬂ'l;’i’lhnngnn Pendidikan dan  Kebudayann dalam lingkungan
idikan dan  Kebudayaan;
orat Jenderal, Sckretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris
dan Pengembangan Pendidikan dan  Kebudayaan dalam
n Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum  Balai Pustaka
n Pendidikan dan Kebudayaan:
men Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
Belanja Nepara,
§ Negara sctempal;
al Repubitk Indonesiag
ntuk dipergunakan seperlunya.
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